ABSTRACT

Law No. 26 of 2007 concerning Spatial Planning is one of the laws affected
by Law Number 11 of 2020 concerning Job Creation. Provisions related to spatial
planning in the amendments to the Job Creation Law are contained in Article 185
letter b, Article 17 paragraph (3), paragraph (4), paragraph (7), paragraph (9),
paragraph (10) paragraph (20), paragraph (21), Article 18 paragraph (3),
paragraph (21), Article 19 paragraph (4), paragraph (6), paragraph (10).
However, the issuance of the Employment Creation Act has become more
centralized compared to the previous spatial planning law, in which the authority
to regulate spatial planning is mostly held or controlled by the Central Government,
while spatial planning carried out by the Regional Government must follow or be
guided by the rules stipulated by the Central Government.

Methods The research for this manuscript was carried out systematically and
methodologically, using normative research methods. The text approach is carried
out using a statute approach combined with a conceptual approach.

The results of this study indicate that Law Number 11 of 2022 concerning Job
Creation, especially those relating to Spatial Planning, reflects the nature of
centralization, the article of the Law on Job Creation on the concurrent authority
of Provincial and Regency/City Governments which no longer reflects
decentralization. And there is a change in the provisions which in the Job Creation
Act explicitly state that the authority for spatial planning is in the hands of the
central government and regional governments in carrying out spatial planning
based on norms, standard procedures and criteria set by the central government,
so that from this provision the central government has a strong and dominant
authority in the administration of spatial planning.
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ABSTRAK

Undang-undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang merupakan
salah satu peraturan yang terdampak dari Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020
tentang Cipta Kerja. Ketentuan yang terkait tata ruang dalam perubahannya pada
Undang-undang Cipta Kerja termuat dalam Pasal 185 huruf b, Pasal 17 ayat (3),
ayat (4), ayat (7), ayat (9), ayat (10) ayat (20), ayat (21), Pasal 18 ayat (3), ayat (21)
Pasal 19 ayat (4), ayat (6), ayat (10). Namun Terbitnya Undang-undang Cipta Kerja
menjadi lebih sentralistik dibandingkan dengan Undang-undang penataan ruang
sebelumnya, yang mana kewenangan pengaturan penataan ruang lebih banyak
dipegang atau dikuasi oleh Pemerintah Pusat, sedangkan penataan ruang yang
dilakukan oleh Pemerintah Daerah harus mengikuti atau berpedoman pada acauan
yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Metode Penelitian untuk naskah ini dilakukan secara sistematis dan
metodelogis, dengan menggunakan metode penelitian normatif. Adapun
pendekatan nasakah ini dilakukan dengan pendekatan perundang-undangan yang
digabungkan dengan pendekatan konseptual.

Hasil penelitian ini menunjukkan, bahwa Undang-undang Nomor 11 tahun
2022 Tentang Cipta Kerja khususnya yang mengatur terkait Penataan Ruang
mencerminkan sifat sentralisasi, pasalnya dari Undang-undang Cipta Kerja
terhadap kewenangan konkuren Pemerintah daerah Provinsi dan Kabupaten/kota
yang tidak lagi mencerminkan desentralisasi. Dan terdapat perubahan ketentuan
yang dalam Undang-undang Cipta Kerja dengan tegas menyebutkan bahwa
kewenangan penataan ruang di tangan pemerintah pusat serta Pemerintah Daerah
dalam melakukan penataan ruang berdasarkan Norma, Standar Prosedur dan
Krirteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat, sehingga dari ketentuan ini
membuat Pemerintah Pusat memiliki otoritas yang kuat dan dominan dalam
penyelenggaraan tata ruang.

Kata Kunci : Penataan Ruang , Kewenang Pemerintah Daerah, Sentralisasi
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